
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang 
Pemberian Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas 
kepada Aparatur Negara, Peneiun, Penerima Pensiun dan 
Penerima Tunjangan Tahun 2021; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Subang tentang Pemberian Tunjangan Harl Raya 
dan Oaji Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil dan 
Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Subang Tahun 2021. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Belita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Dasrah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang. 
2. Pemerintahan Daerah adal.ah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebaga.imana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PEMBERIAN 
TUNJANGAN HAR! RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS 
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 
SUBANGTAHUN 2021. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang 
Pemberian Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas 
kepada Aparatur Negara, Pensiun, Penerima Pensiun dan 
Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nemer 6682); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Su bang Tahun J\nggaran 2021. 



Pasal 2 
( 1 l Tuniansen .Harl Raya dan Grui Ke.tiga Se.la~ dibe.rikan ke.pada ; 

a. PNS dan Calon PNS yang bekerja pada instansi daerah; 
b. Bupati dan Wakil Bupati; 
c. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
d. Pimpinan Badan layanan. Umum Daerah; dan. 
e. Pegawai Nen.-Pegawa.i Aparatur Sipil Negara yang bertugas 

pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelola 
keuangan Sadan Layanan Umum Daerah. 
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3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Subang. 
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil 
Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki. 
jabatan pemerintahan. 

6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Subang serta Ketua, 
Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Subang. 

7. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. 
8. Tunjangan Harl Raya adalah Tunjangan Pemerintah Daerah yang 

diberikan kepada PNS yang gajinya dibayarkan dari Anggaran 
Pendapatan dan Bolanja Daerah Kabupatsn Subang menjelang Harl Raya 
Idul FitJi. 

9. Gaji Ketiga Betas adalah gaji yang diberikan pemerintah daerah kepada 
PNS. 

10, S\lrat Perintah Membayar yang ~laruumya disin&kat SPM adalah 
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 

11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 
surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan 
BKAD Kabupaten Subang eelaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk 
pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Daerah 
(APBD) berdasarkan SPM. 



Pasal 3 

(I) Tunjangan Hari Raya bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April 2021. 

(2) Gaji Ketiga Belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
yaitu Mbe&ar penghasilan 1 (ea.tu) bulan pad.a bulan Juni 2021. 

(3) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) belum 
dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena 
berubahnya penghasilan, maka kepada yang bersangkutan tetap 
diberikan selisih kekurangan Tunjangan Harl Raya. 

(4) Dalam hal penghasilan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) belum 
dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena 
berubahnya penghasilan, maka kepada yang bersangkutan tetap 
diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Betas. 

(5) Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS, 
Bupati dan Wakil Bupati meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, 
tunjangan pangan dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. 

(6) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwald.lan Rakyat Daerah meliputi uang 
representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabat.an Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

(7) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada 
Pimpinan dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas 
pada Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan 
Hari Raya dan Oaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan 
Layanan Umum Daerah tersebut yang peringkat jabatannya atau 
gradenya setara, 

(8) Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan 
a~u. tunjangan umum, uang representasi dan tunjangan jabatan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam peraturan 
perundang-undangan mengenai ga.ji. 

(2) Tunjangan Harl Raya dan Oaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada : 
a. PNS yang sedang cuti di luar tanggungan negara; atau 
b. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi yang gajinya dibayar 

dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi 
tempat penugasan. 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan berpedoman kepada ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(3) 



Pasal 4 
Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasa.12 ayat (1), tidak term.asuk: 
a. Tunjangan kinerja; 
b. Tunjangan kinerja daerah atau sebutan lain; 
c. Tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain; 
d. lnsentif kinerja; 
e. Insentif kerja; 
f. Tunjangan pengelola arsip statis; 
g. Tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau 

tunjangan lain yag sejenis; 
h. Tunjangan pengamanan; 
i. Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau 

tunjangan kehormatan; 
j. Tambahan penghasilan bagi guru PNS; 
k. Insentif khusus; 
1. Tunjangan khusus; 
m. Tunjangan pengabdian; 
n. Tunjangan operasi pengamanan; 
o. Tunjangan selisih penghasilan; 
p. Tunjangan penghidupan luar negeri; 

q. Tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang 
undangan atau peraturan internal instansi pemerintah. 

(9) Tunjangan Harl Raya dan Oaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan (2), tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(10) Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan (2), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(11) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bagi Calon PNS 
diberikan 80o/o (delapan puluh persen) dari gaji pokok, tunjangan 
keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan umum. 



Pasal 8 
Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi 
PNS dan Pejabat Negara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2021. 

BABIV 
PENDANAAN 

Pasal 7 
Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D Tunjangan Harl Raya dan Gaji 
Ketiga Betas berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal 6 
(1) Tunjangan Harl Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). 

dibayarkan paling cepat 10 (seputuh) hari kerja sebelum tanggal Harl 
Raya. 

(~) Da.lam hal Tunjangan Mari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
belum dapat dibayarkan, Tunjangan Harl Raya dapat dibayarkan setelah 
tanggal Harl Raya. 

(3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalarn Pasa.l 2 ayat (1), 
dibayarkan paling cepat pada bulan Juni. 

(4) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum 
dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Betas dapat dibayarkan setelah bulan Juni. 

Pasal 5 

( 1) J?ejabat J?enandatangan SPM mengajukan SPM Tunjangan Harl Raya dan 
Gaji Ketiga Belas kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah. 

(2) SPM Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas dibuat tersendiri dan 
terpisah dari SPM gaji bulanan. 

BAB III 
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS 



Salinan sesuai dcngan aslinya 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR ! 3~ 

ASEP NURONI 

ttd 

Diundangkan di Subang 
pada tanggsl , 3 Mu 2'YJ-I 

SEKRETARIS DAERAH, 

RUHIMAT 

ttd 

Ditetapkan di Subang 
pada tanggal, 3 Md ,t>~ 

BUPATI SUBANG, 

Pasal 9 
Psraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Subang. 

BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

ttd

ttd


